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Abstract

This study aims to determine the effect of changes in the unspent budget fund
(SiLPA) and changes in profit sharing fund (DBH) to changes in capital
expenditure in the district government of public works offices. The study was
conducted on 23 district / city governments in Aceh during the period of 2013-
2015. The type of data used in this study is secondary data. The research was
conducted by census with data analysis using multiple linear regression. The
results show that changes in the unspent budget fund and changes inprofit
sharing fund simultaneously and partially affect the changes in capital
expenditure in the district government public works office in Aceh. These
results indicate that changes in capital expenditures in public works can occur
due to changes in the unspent budget fund, and changes inprofit sharing fund.

Keywords: Changes in the unspent budget fund, changes in profit sharing fund,
districts / municipalities and changes in capital expenditures.

A. PendahuluanUndang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan dankesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah,kewenangan untuk mengelola sumber daya yang efisien dan efektif gunameningkatkan kinerja keuangan daerah. Menurut Indraningrum (2011)Otonomi daerah merupakan  fenomena politis yang menjadikan
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penyelenggara pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistikpartisipatoris. Perubahan bentuk pemerintahan tersebut sesuai denganUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luasuntuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan daripemerintah pusat. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangandaerah yaitu terjadinya perubahan struktur APBD daerahMenurut Abdullah (2013) perubahan Anggaran mempunyai latarbelakang dan alasan yang berbeda, bisa saja perilaku oputunisme parapembuat keputusan, namun tidak jarang memuat preferensi politik parapolitisi di parlemen daerah.Menurut Marzalita, et.al (2014) perubahan anggaran mampumenawarkan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasianggaran disaat kondisi yang tidak menentu. Selama periode ketidakpastianpendapatan dan pengeluaran, perubahan anggaran dapat digunakan untukmenyesuaikan kebijakan. Perubahan anggaran yang terjadi di pemerintahdidorong oleh permasalahan teknis, setiap daerah melakukan perubahanuntuk menyelesaikan program dengan anggaran serta memenuhi kebutuhanmanajemen. Terhadap situasi lingkungan yang berubah.Berdasarkan laporan Dinas Keuangan Aceh ( DKA) tahun 2012, 2013dan 2014 alokasi rata-rata perubahan anggaran belanja daerah selama 3tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahun. Dimana anggaran BelanjaMurni terhadap anggaran Belanja Modal setelah Perubahan yang dialokasikanpada tahun 2012 sebesar 2, 10%, pada tahun 2013 sebesar 5,25%, dan padatahun 2014 sebesar 3,20%. Begitu juga dengan perubahan Belanja Modal padatahun 2015, ternyata setelah di dapatkan data dari Dinas Keuangan Aceh padatahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Aceh mengalami peningkatanyang signifikan dalam perubahan APBD. Seperti yang terlihat pada tabel 1yang ada di 5 kabupaten/kota di Aceh:
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Tabel 1
Selisih Kenaikan Anggaran Belanja Modal  Dinas PU dalam APBD dan

APBDP TA 2015
No Kabupaten/Kota APBD P-APBD Selisih

1 Kota Banda Aceh 86.133.798.000 99.999.177.979 13.865.379.979
2 Kota Sabang 48.906.238.710 59.282.157.008 10.375.918.298
3

Kabupaten AcehBesar 61.870.155.991 94.365.180.991 32.495.025.000
4 Kabupaten Pidie 97.474.165.202 202.245.975.158 104.771.809.956
5

Kabupaten PidieJaya 84.178.608.842 203.765.791.561 119.587.182.719
6 Kabupaten Bireuen 104.719.824.444 140.342.695.089 35.622.870.645
7 Kota Lhokseumawe 103.279.943.928 168.289.407.602 65.009.463.674Sumber : Dinas Keuangan AcehBerdasarkan tabel 1 di atas  dapat diketahui bahwa peningkatanbelanja modal dalam P-APBD sangat signifikan. Hal ini menunjukkan belanjamodal pada Dinas Pekerjaan Umum selalu berubah. Perubahan anggaranbelanja modal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh sumber dana untukmembiayai belanja modal yang mengalami peningkatan. Kondisi yang terjadipada pemerintah daerah menunjukkan bahwa kegiatan yang didanai daribelanja modal biasanya direalisasikan pada akhir tahun anggaran yangpenganggarannya berada dalam perubahan APBD.Fenomena yang terjadi perubahan anggaran belanja modal padapemerintah daerah khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum direalisasikandalam bentuk penambahan pekerjaan baru atau penambahan proyek. Sepertipenambahan proyek baru pada tahun 2015 di anggaran perubahan padaDinas Bina Marga dan Cipta Karya di Kabupaten Gayo Lues yaitu programrehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kemudian programpenimgkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. (Dinas Keuangan Aceh,Tahun 2015). Perubahan anggaran tersebut dapat menambah ataumengurangi anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas PU. Pasal 154Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa seandainya selamatahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasianggaran, maka perubahan anggaran belanja modal dapat terjadi dalamkeaadaan luar biasa atau keadaan terpaksa. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan sisa lebih anggaran,
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perubahan dana bagi hasil terhadap perubahan belanja modal di dinasPUkabupaten/kota di Aceh.
B. Kajian Pustaka
1. Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)Untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemda dalamrangka otonomi dan desentralisasi diperlukan sistem pengelolaan keuangandaerah dan yang berorientasi pada kinerja. Anggaran  sektor publik yangdpresntasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencanadimasa yang akan datang.APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dandisetujuai bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturandaerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yangmerupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepadapublik dalam masa satu tahun anggaran.Menurut Rona (2016) Beberapa bentuk perubahan alokasi untukbelanja modal berdasarkan penyebabnya adalah: 1.Perubahan karena adanyavarian SiLPA. Perubahan harus dilakukan apabila prediksi atas SiLPA tidakakurat, yang bersumber dari adanya perbedaan antara SILPA 201a definitifsetelah diaudit oleh BPK dengan SiLPA 201b; 2. Perubahan karena adanyapergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi apabila dalam satuSKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan tidak berubah;3. Perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnyapendapatan. Perubahan target atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapatberpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dariperspektif agency theory, pada saat penyusunan  APBD murni, eksekutif (danmungkin juga dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan legislatif) targetPAD ditetapkan dibawah potensi, lalu dilakukan “adjustment” pada saatdilakukan perubahan APBD.
2. Perubahan Sisa Lebih Anggaran ( SiLPA)Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaranselama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup
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pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan,pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauanpenerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihakketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatanlanjutan. SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam PermendagriNomor 13 Tahun 2006, Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan penerimaanpembiayaan yang digunakan untuk: Menutupi deficit anggaran apabilarealisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; Mendanaipelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; Mendanaikewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belumdiselesaikan.SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan suatuefisiensi pemerintah, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surpluspada APBD  dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimanakomponen penerimaan lebih besar daripada komponen pembiayaan.
3. Perubahan Dana Bagi HasilDefinisi Dana bagi hasil menurut Kuncoro (2014), “ Dana bagi hasilmerupakan pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alamdan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi,kota dan kabuatennya.” Berdasrkan Undang-undang No 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendaptan APBNyang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untukmendanai kebutuhan daerah dalam angka desentralisasi.Menurut Abdullah (2013a) mengungkapkan ada beberapa kondisiyang menyebabkan  sebab perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, yaitukarena (1) target pendapatan dianggarkan  terlalu rendah dalam anggarandaerah atau APBD (Underestimated); (2) Alasan penentuan target PAD olehSKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agencyyang dalam konteks pendapatan adalah budget minimazer; (3) Jika dalamAPBD “murni” target PAD underestimated, maka dapat “dinaikkan” dalamAPBD perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikanpengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P.
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C. Metode PenelitianPenelitian dilakukan dengan uji hipotesis untuk melihat pengaruh sisalebih anggara dan perubahan dana bagi hasil terhadap perubahan belanjamodal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh. Unit analisis menggunakananalisis kelompok yaitu 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Aceh sebagaiunit analisis dengan melakukan pengamatan terhadap data yang dikumpulkandari dokumen APBD berupa data anggaran murni dan data anggaranperubahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Horizon waktumenggunakan data pooling yaitu kombinasi antara data runtut waktu (time-
series) dan data silang tempat (cross-section), dimana perubahan sisa lebihanggaran, perubahan dana bagi hasil dan perubahan belanja modal periodetahun 2013–2015 sebagai time series dan 23 pemerintah kabupaten/kota diAceh sebagai data cross-section.Sumber data menggunakan data sekunder dari data dokumen APBDKabupaten/Kota di Aceh. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi,dan metode penelusuran melalui data online. Pengumpulan data dilakukandengan mencermati data sisa lebih anggaran, dana bagi hasil, dan belanjamodal dina PU dalam dokumen APBD daerah yang telah mendapatpengesahan dari DPRK dan telah di Qanunkan serta studi pustaka berupabuku, jurnal, artikel dan peraturan- peraturan yang khususnya berhubungandengan penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linierberganda dengan tujuan untuk melihat secara langsung pengaruh perubahansisa lebih anggaran, perubahan dana bagi hasil, terhadap perubahan belanjamodaldi Dinas PU kabupaten/kota, baik secara simultan maupun secaraparsial.
D. Hasil dan PembahasanData peneltian menunjukkan bahwa perubahan belanja modal di dinasPU dapat terjadi karena adanya perubahan sisa lebih anggaran, danperubahan dana bagi hasil. Perubahan belanja modal menggambarkankemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja modal yangditargetkan dalam APBD. Hasil pengolahan data pengaruh perubahan sisalebih anggaran, perubahan dana bagi hasil, terhadap perubahan belanja
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modaldi Dinas PU kabupaten/kota secara statistic didapatkan model regresisebagai berikut:
Y = 26439,987 + 0,341X1 +0,050X2+ Ɛdimana Y adalah variabel perubahan belanja modal, X1 adalah variabelperubahan sisa lebih anggaran, X2 adalah variable perubahan dana bagi hasil.Nilai koefisien determinasi (R2) didapatkan sebesar 0,143 yang menunjukkanbahwa perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan pendapatan asli daerahterhadap perubahan belanja modal di Dinas PU kabupaten/kota dalampenelitian ini dapat dijelaskan sebesar 14,3%.
1. Hasil Pengujian Hipotesis secara SimultanBerdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai koefisientidak sama dengan nol, nilai βi ≠ 0, (i=1,2,3), artinya menolak H0 danmenerima Ha1. Kondisi ini menggambarkan bahwa perubahan sisa lebihanggaran dan perubahan dana bagi hasil secara bersama-sama (simultan)berpengaruh terhadap perubahan belanja modal dinas PU kabupaten/kota diAceh pada periode tahun 2013–2015.Nilai R Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungandari beberapa variable dalam pengertian yang lebih jelas. NilaiR Squaresebesar 0,143 menunjukkan bahwa variable independen pada penelitian ini,yaitu perubahan sisa lebih anggaran dan perubahan dana bagi hasilberpengaruh terhadap variable dependen yaitu perubahan belanja modalpemerintah kabupaten/kota di Aceh sebesar 14,3%. Sisanya sebesar 85,7%dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak dianalisis dalampenelitian ini.
2. Hasil Pengujian Hipotesis secara ParsialHasil pengujian hipotesis secara parsial atas kedua variabelindependen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:a. Hasil Pengujian Hipotesis KeduaBerdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresiperubahan sisa lebih anggaran tidak sama dengan nol, nilai β1 sebesar
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0,341 (β1 ≠ 0) dan hasilnya menyatakan menolak H0 dan menerima Ha2diterima. Hal ini berarti perubahan sisa lebih anggaran berpengaruhsecara parsial terhadap perubahan belanja modal. Nilai positif padakoefisien regresi variabel perubahan sisa lebih anggaran menunjukkanhubungan positif dengan variabel perubahan belanja modal. Kondisi inibermakna semakin tinggi perubahan sisa lebih anggaran maka prediksiperubahan belanja modal akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuaiatau konsisten dengan hasil penelitian Ardhini (2011) dengan objekpenelitian di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA merupakan salah satu pendanaanbelanja modal.b. Hasil Pengujian Hipotesis KetigaBerdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresiperubahan dana bagi hasil tidak sama dengan nol dapat diketahui nilaiβ3sebesar 0,050 (β3 ≠ 0) dan hasilnya menolak H0 dan menerima Ha4. Halini berarti perubahan dana bagihasil berpengaruh secara parsial terhadapperubahan belanja modal. Nilai positif pada koefisien regresi variableperubahan dana bagi hasil menunjukkan hubungan positif dengan variabelperubahan belanja modal. Hubungan positif tersebut bermakna bahwaperubahan dana bagi hasil sebanding dengan perubahan belanja modalyang terjadi pada pemerintah daerah. Kondisi ini bermakna semakintinggi perubahan dana bagi hasil maka prediksi perubahan belanja modalakan semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwaperubahan dana bagi hasil berhubungan positif dengan perubahan belanjamodal yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh selamakurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2015.
E. KesimpulanBerdasarkan pengolahan dan analisis data dapat disimpulkan:1. Secara simultan, variabel perubahan sisa lebih anggaran, danperubahan dana bagi hasilberpengaruh terhadap perubahan belanjamodal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh;
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2. Secara parsial, variabel perubahan sisa lebih anggaran, perubahandana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap perubahan belanjamodal di Dinas PU kabupaten/kota di Aceh.Saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah:1. agar menambah cakupan wilayah studi maupun menambah variabellainnya,yang diperkirakan dapat mempengaruhi perubahan belanjamodal.2. agar memperhatikan pengaruh faktor politik dalam penentuananggaran pendapatan dan pengalokasian belanja.
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